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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan XXXXXXXX, bertempat kediaman di, Kota Sorong,
Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada Andri Purnomo, SH Advokat pada Kantor Lembaga
Bantuan Hukum Pelita Keadilan Tifa (LBH-PKT) beralamat di JI.
Teminabuan Lrg Sadewa 2 Perum BPJS Blok C.14, Kel Giwu,
Distrik  Klaurung, Kota  Sorong domisili  elektronik
andresiregar57@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 1 Desember 202lyang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sorong, Nomor 98/KH/2021/PA.Sorong
tertanggal 06 Desember 2021 sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi
Papua Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Srog

pada hari itu juga yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah
pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2014/ 12 Syaban 1435 H , dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu
Barat, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, Tertanggal 26
Juni 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat
berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat beralamat di Buton, Provinsi Sulawesi
Tenggara, selanjutnya berpindah di Kota Sorong yakni di rumah orangtua
Penggugat beralamat di Jalan Mabulolo, RT.005/RW.004, Kelurahan
Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai tempat kediaman
bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahanya tersebut Penggugat dan Tergugat Ba'da
Dukhul telah dikaruniai Tiga orang anak yang masing-masing bernama:
a.Anak |, Laki-laki, lahir di Butin tanggal 4 Oktober 2014, umur 7 Tahun
b.Anak Il, Perempuan, lahir di Sorong, tanggal 9 Juli 2019, umur 2 Tahun
c.Anak lll, perempuan, lahir d Sorong, tanggal 27 September 2020, umur
1 Tahun
Saat ini anak-anak tersebut diatas dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan, harmonis, rukun dan bahagia, namun kebahagiaan yang
dirasakan Pengugat mulai terusik sejak bulan Juni tahun 2020, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, percekcokan, dan
pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah yang layak kepada
Penggugat karena Tergugat tidak jujur terhadap pendapatan kerjanya;
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b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti
hati Penggugat hingga menyebabkan pertengkaran yang akibatnya
Tergugat melakukan Kekerasaan dalam Rumah Tangga (KDRT)
seperti menampar dan memukul Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan
Januari tahun 2021, dengan permasalahan yang sama, Tergugat pergi
meninggalkan kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 Tahun lamanya;

7. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
berkomunikasi dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-
baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun
usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan
memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam
Jo.Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Rl Tahun 534.K/PDT/1996
tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan Bahwa
dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan
atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang
perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih
dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah
pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak

tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan
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itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan
pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap
pecah, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan
perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan
segala akibat hukumnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
diwakili/didampingi oleh kuasanya menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakillkuasa yang sah
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat serta surat
kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat
gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui
kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan
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Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 26
Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat,
Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor:
XXXXXXXXXXX, tertanggal 12 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT
(Penggugat), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Desember
2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan
Klamana, Distrik Sorong Timur, Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama atas nama PENGGUGAT
(Penggugat), Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 03 November 2021,
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Klamana,
Distrik Sorong Timur, Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
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Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah
mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat, kemudian dibawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan
Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
kediaman di rumah orangtua Penggugat beralamat di Kota Sorong,
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang
saat ini tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat
jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat misalnya
memberi uang belanja lima puluh ribu rupiah selama sebulan, selain itu
Tergugat juga sering mencaci maki Penggugat bahkan memukul
Penggugat jika terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2021;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami
istri;
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- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat kemudian dibawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, dan
Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
kediaman di rumah orangtua Penggugat beralamat di Kota Sorong,
sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang
saat ini tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2020 Penggugat dan Tergugat
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan nafkah yang diberikan
Tergugat kepada Penggugat tidak layak misalnya lima puluh ribu dalam
sebulan, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat
bahkan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2021;

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami

istri;
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- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan
kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon
putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal
yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat
yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan
hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan
Pasal 49 jo.Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya di
persidangan karena telah memberikan kuasa khusus kepada Andri
Purnomo, SH masing-masing sebagai advokat berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dan
setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa,
dan berita acara penyumpahan advokat, maka Pengadilan berpendapat
bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat
formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792
dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18
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Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994
sehingga secara hukum para kuasa telah sah (legitimed) untuk mewakili
Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan ternyata
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut
hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya
gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-daliinya, maka Hakim
berketetapan untuk memeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat
dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga
perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban
penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4
ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada
pokoknya memohon agar Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat,
dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;
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Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak
dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi
karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek
lex specialis (khusus) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1-P.4) berupa fotokopi yang sesuai
dengan aslinya dan bermeterai cukup, sesuai maksud Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat
Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang
sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bukti P.1 adalah akta autentik dikeluarkan oleh pejabat
umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan
mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai
hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka
Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk dan Keterangan Domisili atas nama Penggugat berdasarkan bukti
tersebut terbukti bahwa identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat
adalah benar identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal
1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan beda identitas
atas nama Wa Ode Putri Dayana (Penggugat), berdasarkan bukti tersebut
terbukti bahwa meskipun identitas Penggugat yang berbeda pada KTP dan
Buku Kutipan Nikah namun identitas tersebut menunjuk kepada orang yang

sama yaitu Penggugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi
secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan
agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg dan keterangan kedua
saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-
dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 307-
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu
sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat harmonis hamun sejak bulan Juni 2020 tidak rukun
karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat
tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering
bersikap kasar baik ucapan maupun perbuatan kepada Penggugat yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2021, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan
selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi,
Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi dan pihak keluarga telah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan
dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah
menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak.
Bulan Juni 2020 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah
yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-
kata kasar yang menyakiti hati Penggugat hingga menyebabkan
pertengkaran yang akibatnya Tergugat melakukan Kekerasaan dalam
Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar dan memukul Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 202;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak
dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah
tidak ada harapan untuk kembali rukun;

- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun
upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas,
terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberi
nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan
kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat hingga menyebabkan

pertengkaran yang akibatnya Tergugat melakukan Kekerasaan dalam

Halaman 12 dari 16 Hal Put.No. 308/Pdt.G/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar dan memukul Penggugat. Dengan
demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan
Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat
dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi
untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di
atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar
kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya
perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk
bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di
atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah
agad yang sangat kuat (mitsdgan ghalidzan) antara suami dan istri yang
bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah
agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga
dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar.
Rum ayat 21:

L2 )i LA L A3 Al b a2 &1 3 W 4 A3 &

O9KED 2 g8l LY Al 8 G)daa g 833 A0 Jaa g

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri
sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara
memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan
memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan
mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun
sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan
memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap
mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah
fighi:

) [N I ER PSRRI A [

artinya: “Menolak  kerusakan  didahulukan  dari pada  menarik
kemaslahatan™;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka
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berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat
dijatuhkan dengan talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut,
maka Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti
tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Sorong pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Miladiah bertepatan
dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Satriani Hasyim, S.HI.
sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Hakim
dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi.
Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat

didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal
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Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran 'Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama 'Rp 20.000,00

c. Redaksi ‘Rp 10.000,00

d. Pemberitahuan Putusan 'Rp 10.000,00
2. Biaya Proses 'Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp 200.000,00
4. Meterai :Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan :Rp_100.000.00 +

Jumlah :Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
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